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ABSTRAK 

 

Sri Kuntum Khairana :Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian 

 

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2018 – 2022 

Pembimbing : Mia Angelina Setiawan, S.E.,M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat derajat 

Desentralisasi dan Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

pada periode 2018 – 2022 terdapat permasalahan yaitu penerimaan pendapatan transfer 

yang masih tinggi dan pendapatan asli daerah belum tergarap secara maksimal di 

berbagai sektor. 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2018 – 2022 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat yang beralamat di Jl Khatib Sulaiman No 43 Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, 

Kota Padang, Sumatera Barat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat di tinjau dari : 1) Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah 

dari tahun 2018 – 2022 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 

38,51% dengan kriteria penilaian cukup 2) Rasio kemandirian keuangan daerah dari 

tahun 2018 - 2022 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 

64,80% dengan kriteria penilaian sedang dan pola hubungan yang terjadi partisipatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terbitnya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 

32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, memulai proses Desentralisasi 

Fiskal di Indonesia. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi 

daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan 

daerah yang lebih besar dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan 

efisien. Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang di ikuti oleh kebijakan- 

kebijakan lainnya yang turut mendukung pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia, di harapkan agar daerah mampu mengembangkan diri sehingga 

tercipta suatu pola kemandirian daerah yang selain memajukan daerah itu sendiri 

sekaligus mampu mensejahterakan masyarakatnya 

Dalam Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 desentralisasi 

didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, 

daerah diberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal 

yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. 

Kebijakan Desentralisasi bertujuan agar daerah mampu memperkecil 

tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Mengingat pelaksanaan 
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program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya yang 

sangat besar, maka daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber 

ekonomi untuk membangun kemandirian daerah. 

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang 

keuangan yang merupakan indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. 

Pemerintah daerah tidak akan bisa melaksanakan fungsi nya dengan efektif dan 

efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan 

keuangan. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam 

mebiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada 

pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan PAD harus menjadi 

bagian yang tersebar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur 

dalam pelaksanaan daerah demi mewujudkan tingkat kemampuan dalam 

menghadapi otonomi daerah. 

Untuk meningkatkan kemandirian, daerah harus berupaya terus menggali 

dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan pengukuran 

atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara 

berkesinambungan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan 

pembangunan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat 

dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan sumber pajak atau retribusi 

daerah. 
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Mengingat masih beragamnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu 

daerah dalam menjalankan otonominya, maka salah satu kriteria yang sangat 

penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melihat secara nyata 

kemampuan daerahnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk 

melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dapat di ukur melalui 

kinerja keuangan. 

Menurut Sumarjo (2010), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, 

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan telah 

digunakan secara luas dan diterapkan dalam mengukur kinerja daerah tersebut. 

Salah satu analisis rasio laporan keuangan yang dapat mengukur kinerja 

kemampuan keuangan suatu daerah adalah dengan menggunakan analisis derajat 

desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah. 

Menurut Fitra (2019), derajat desentralisasi digunakan untuk melihat dan 

menggambarkan seberapa besar campur tangan pemerintah pusat terhadap 

pemerintah daerah yang memperlihatkan tingkat kesiapan pemerintah dalam 

melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentralisasi memperlihatkan 

kemampuan daerah dalam mengahasilkan PAD, sehingga semakin besar 

persentase PAD terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin baik. 
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Rasio derajat desentralisasi ini dilihat melalui perbandingan antara pendapatan 

asli daerah dengan total pendapatan daerah. 

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara 

sumber pendapatan internal daerah dengan sumber pendapatan eksternal. 

Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap 

bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio 

kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar 

pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain- 

lain PAD yang sah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian 

keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah 

dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman 

daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah 

semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya ( Fitra, 2019). 

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di 

Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi ini terletak sepanjang pesisir 

barat Sumatera bagian Tengah dengan luas 42.012,89 km2. Sumatera Barat 

merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Banyaknya 

potensi lokal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia menjadi modal bagi 

Sumatera Barat untuk menciptakan daerah yang mandiri. Potensi lokal dan 

sumber daya ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui 

peningkatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh masyarakat. 

Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu berkontribusi lebih 
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terhadap daerah dibandingkan dari pendapatan yang berasal dari transfer 

pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah terlihat dari penerimaan 

pendapatan asli daerah yang meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan 

ekonomi pada setiap sektor yang membaik sehingga kemandirian suatu daerah 

khususnya Provinsi Sumatera Barat dapat di lihat dari seberapa besar kontribusi 

PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin kecil Pendapatan Asli daerah maka 

semakin ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. Berikut ini tabel 

pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 : 

Tabel 1.1 

Total Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun Anggaran 2018-2022 

Tahun Total Pendapatan 

Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan 

Transfer 

Lain-lain pendapatan 

yang sah 

2018 6.464.256.196.560 2.343.568.641.600 4.103.908.324.960 16.779.230.000 

2019 6.607.003.065.736 2.375.930.636.830 4.203.393.039.900 45.998.837.000 

2020 6.421.814.751.636 2.174.615.145.097 4.180.057.722.354 67.141.884.185 

2021 6.652.314.574.092 2.409.508.994.798 4.089.410.456.700 93.395.222.594 

2022 6.175.628.018.183 2.821.838.323.784 3.275.683.343.529 78.106.351.140 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah pada 

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi 

dimana terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan pada tiap tahunnya. 

Pendapatan Asli Daerah juga mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2018 ke tahun 

2019 terjadi kenaikan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 

2020 terjadi penurunan, dan di tahun 2020 hingga 2022 terjadi kenaikan yang 

sangat drastis. Begitupun dengan pendapatan transfer pada Provinsi Sumatera 
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Barat, dimana terjadi kenaikan di tahun 2018 ke tahun 2019 dan penurunan yang 

cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. 

Dari data pendapatan pemerintah provinsi Sumatera Barat diatas kita 

hanya dapat melihat kondisi dan keadaan keuangan suatu pemerintah daerah 

berdasarkan angka rupiah saja. Dimana terlihat peningkatan dan penurunan 

pendapatan setiap tahun nya berdasarkan angka yang tertera di laporan 

keuangan. Namun jika hanya melihat dan berpatokan pada angka yang tertera di 

laporan keuangan saja maka kita belum dapat melihat bagaimana kinerja suatu 

pemerintah daerah salah satunya kinerja berdasarkan tingkat desentralisasi dan 

rasio kemandirian. 

Pengukuran kinerja keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi 

dan kemandirian sangatlah penting dilakukan untuk menilai kemandirian 

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan 

mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan 

mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya. 

Adanya peningkatan PAD belum dapat membuktikan bahwa provinsi 

Sumatera Barat telah mandiri dalam hal keuangan, karena jika di lihat dari 

pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat, terlihat bahwa jumlah pendapatan 

transfer atau dana yang di transfer dari pusat kepada pemerintah daerah masih 

sangat tinggi dibanding dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu 

pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  juga  dilihat  berdasarkan  persentase 
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perbandingan yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total 

pendapatan daerah yang di sebut dengan rasio derajat desentralisasi dan 

perbandingan antara sumber pendapatan internal dan sumber pendapatan 

eksternal yang disebut dengan rasio kemandirian. Dengan dilakukannya 

perbandingan tersebut, maka akan dapat dilihat kinerja keuangan 

Daerah/Provinsi. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat 

desentralisasi dan kemandirian yang tinggi, apakah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat mampu membiayai kegiatan nya sendiri. Oleh karena ini penulis 

merasa perlu dilakukannya analisis derajat desentralisasi dan kemandirian 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2022. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin 

mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Barat berdasarkan 

derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang: “Analisis Derajat 

desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2018-2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah nya 

yaitu : 

1. Bagaimana tingkat derajat desentralisasi keuangan provinsi Sumatera 

Barat selama periode 2018-2022? 
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2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Sumatera 

Barat selama periode 2018-2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat berdasarkan analisis derajat desentralisasi pada tahun 2018 

sampai dengan tahun 2022. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat berdasarkan analisis rasio kemandirian pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik 

Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Akuntansi DIII Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Selain itu juga 

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kinerja 

keuangan daerah khusus nya pada tingkat desentralisasi dan 

kemandirian keuangan daerah. 

2. Bagi Pembaca 

 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan tentang kinerja 

keuangan daerah provinsi Sumatera Barat khususnya desentralisasi 
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dan kemandirian keuangan daerah yang dapat dijadikan referensi 

bagi penulis berikutnya yang membahas topik yang sama. 

3. Bagi Akademis 

 

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

Universitas Negeri Padang. 

4. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan 

dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal 

dalam mencapai hasil dan tujuam dalam pemerintahan nya. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 

tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan rasio derajat 

desentralisasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun walau 

dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2018 sampai 2019 

mengalami kenaikan sebesar 0,28%, kemudian pada tahun 2019 

sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 1% dan pada tahun 2020 

hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dengan kisaran 2,62% - 

8,47%. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 adalah sebesar 38,51% ini berarti kemampuan 

pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan pendapatn 

asli daerah (PAD) sudah berada dalam kategori cukup. 

2. Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

pada tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan rasio kemandirian 

mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun walau dalam jumlah 

yang tidak begitu besar yaitu kisaran 0,69% - 25,67% dengan rata- 

rata tingkat kemandirian selama lima tahun 64,60% berada dalam 
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skala interval 50% - 75% dengan pola hubungan Partisipatif. Artinya 

peranan pemerintah pusat sudah semakin berkurang, mengingat 

pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah mendekati mampu dalam 

melaksanakan urusan otonomi daerah nya. Ini menandakan bahwa 

pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mandiri dalam membiayai 

kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus ketergantungan terhadap 

sumber dana dari Pemerintah Pusat. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan desentralisasi dan kemandirian 

keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu untuk 

meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah dan 

sumber pendapatan yang lain agar dapat meningkatkan dan 

memaksimalkan pendapatan daerah serta mengelola sumber 

pendapatan yang ada, agar target pendapatan dapat terealisasikan 

dengan baik, sehingga tidak mengandalkan dana dari sumber 

eksternal yaitu pemerintah pusat yang membuat tingkat 

ketergantungan semakin tinggi dan tingkat kemandirian semakin 

rendah. 

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempertahankan 

kemandirian nya untuk periode-periode selanjutnya dan diharap agar 
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tingkat kemandirian dan desentralisasi bisa dapat meningkat untuk 

periode-periode yang akan datang. 

3. Pemerintah Provinsi Sumatera barat diharapkan agar lebih serius 

dalam mengoptimalkan PAD yang di himpun dari berbagai sektor 

terutama sektor pajak dan retribusi daerah dan lebih serius dalam 

mengawasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan tempat 

penelitian dan waktu penelitian serta menggunakan dengan alat 

pengukuran atau rasio keuangan lainnya sebagai analisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 
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